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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana
1. Definisi Tindak Pidana
Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku 
disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk : 
a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan,
yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi berupa pidana
tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut,
b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana
sebagaimanayang telah diancamkan,
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar
larangan tersebut.11
Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan 
istilah “hukuman”. Sudarto mengatakan bahwa istilah “hukuman” 
kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan “straft”, tetapi 
menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman. Menurut 
Muladi dan Bardanawawi Arief “Istilah hukuman yang merupakan istilah 
umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-
11 Hilman, Pengertian Tindak Pidana, www.academia.edu, diakses tanggal 17 
juli 2017. 
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ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. 
Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi 
juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan 
sebagainya.12  
Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka 
perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat 
menunjukan cirri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas”. Pengertian tindak 
pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan 
strafbaarfeit. 
Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan 
penjelasan lebih lanjut mengenai strafbaarfeit itu, maka dari itu terhadap 
maksud dan tujuan mengenai strafbaarfeit tersebut sering dipergunakan 
oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, 
peristiwa pidana, serta delik. 
Pengertian Tindak Pidana menurut istilah adalah terjemahan paling 
umum untuk istilah "strafbaar feit" dalam bahasa Belanda walaupun 
secara resmi tidak ada terjemahan resmi strafbaar feit. Pendapat 
beberapa ahli tentang Pengertian Tindak Pidana, yaitu : 
Pengertian Tindak Pidana menurut Simons ialah suatu tindakan 
atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum 
                                                          
12Aji Santosa, Perbedaan pidana dan hukuman, www.pengertianahli.com, di 
akses tanggal 20 juli 2017. 
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pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan 
kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. 
Menurut Pompe, Pengertian Tindak Pidana adalah Suatu 
pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan 
sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang 
pelaku, dimana penjatuhan hukuman trhadap pelaku tersebut adalah perlu 
demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.13 
Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan 
melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun 
tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas 
tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan 
sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.14 
Menurut E.Utrecht, Pengertian Tindak Pidana dengan isilah 
peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu 
suatu perbuatan (handelen atau doen positif) atau suatu melalaikan 
(natalen-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena 
perbuatan atau melalaikan itu).15 
Sementara itu, Moeljatno meyatakan bahwa Pengertian Tindak 
Pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, 
terhadap siapa saja yg melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut 
                                                          
13Prakoso, pengertian-tindak-pidana-dan-unsur,  www.sarjanaku.com, di akses 
tanggal 20 juli 2017. 
14 Ibid 
15 Ibid 
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harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata 
pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.16 
Van Hmamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari 
simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai 
sifat dapat dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van 
Hamael meliputi lima unsur, sebagai berikut : 
1.  Diancam dengan pidana oleh hukum, 
2.  Bertentangan dengan hukum, 
3.  Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld), 
4.   Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya, 
5.   Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum. 
Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpukan bahwa Pengertian 
tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat 
bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau 
diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang 
diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan 
sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan 
tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.17 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Dalam memahami Tindak Pidana, maka harus di perhatikan 
terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana  
A.  Unsur formal meliputi : 
                                                          
16 ibid 
17 Ibid. 
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1).  Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak    
berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia. 
2).  Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan 
dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang 
telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat 
menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu 
peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana. 
3). Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP 
mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak 
pidana yang telah dilakukan. 
4). Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur 
kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan 
dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut 
berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar 
sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti 
sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si 
pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki 
oleh undang-undang. 
5).  Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak 
sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. 
Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam 
keadaan jiwanya.  
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B. Unsur Material :  
Unsur Material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan   
hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga 
perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu 
memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat 
melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak 
pidana.  
Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan 
dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.   
C. Unsur objektif 
 Unsur Objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku 
tindak pidana. Unsur ini meliputi : 
1). Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau 
kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal 
membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP). 
2).  Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat 
dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara 
material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), 
penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain. 
3).  Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan 
diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan 
hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun 
unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan. 
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D. Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini 
meliputi : 
1). Kesengajaan (dolus), dimana hal ini terdapat di dalam  pelanggaran 
kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 
333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338). 
2).  Kealpaan (culpa), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan   
kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian 
(Pasal 359 KUHP), dan lain-lain. 
3).  Niat (voornemen), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau 
poging (Pasal 53 KUHP) 
4).  Maksud (oogmerk), dimana hal ini terdapat dalam pencurian 
(Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan 
(Pasal 378 KUHP), dan lain-lain 
5).  Dengan rencana lebih dahulu (met voorbedachte rade), dimana hal 
ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), 
membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak 
sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).18 
E. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana : 
  Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat 
tindak pidanya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, 
seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 
                                                          
18 Damang, Pengertian tindak pidana, http://www.negarahukum.com, di akses tgl 
4 april 2017 
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281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 
KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum. 
1).   Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam 
delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena 
timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, 
contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 
KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) 
tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat 
ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling 
lama 12 (dua belas) tahun. 
2).  Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya 
dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan 
berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana 
jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP). 
B.  Tinjauan Umum Tentang Victimologi 
1. Definisi Victimologi 
Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban (victim 
= korban) termasuk hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi 
antara korban dan sistem peradilan - yaitu, polisi, pengadilan, dan 
hubungan antara pihak-pihak yang terkait - serta didalamnya juga 
menyangkut hubungan korban dengan kelompok-kelompok sosial lainnya 
dan institusi lain seperti media, kalangan bisnis, dan gerakan sosial.  
22 
 
Viktimologi juga membahas peranan dan kedudukan korban dalam 
suatu tindakan kejahatan di masyarakat, serta bagaimana reaksi 
masyarakat terhadap korban kejahatan. Proses dimana seseorang menjadi 
korban kejahatan disebut dengan "viktimisasi". 
Didalam Buku Masalah Korban kejahatan karangan Arif Gosita 
diberikan penjelasan mengenai arti Viktimologi, dalam buku tersebut 
menyebutkan bahwa “Viktimologi adalah suatu pengetahuan ilmiah/studi 
yang mempelajari viktimisasi (criminal) sebagai suatu permasalahan 
manusia yang merupakan suatu kenyataan social.” Viktimologi berasal 
dari kata Latin victima yang berarti korban dan logos yang berarti 
pengetahuan ilmiah atau studi. 
2. Sejarah Perkembangan Viktimologi  
Pada awal perkembangannya, viktimologi baru mendapat perhatian 
dari kalangan ilmuwan terhadap persoalan korban dimulai pada saat Hans 
von Hentig pada Tahun 1941 menulis sebuah makalah yang berjudul 
“Remark on the interaction of perpetrator and victim.” Tujuh Tahun 
kemudian beliau menerbitkan buku yang berjudul The Criminal and his 
victim yang menyatakan bahwa korban mempunyai peranan yang 
menyatakan bahwa korban mempunyai peranan yang menentukan dalam 
timbulnya kejahatan.19 
                                                          
19 Gito, sejarah-perkembangan-viktimologi, ilmuhukumuinsuka.blogspot.com,di 
akses tanggal 20 juli 2017.   
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Pada Tahun 1947 atau setahun sebelum buku von Hentig terbit, 
Mendelsohn menulis sebuah makalah dengan judul “New bio-psycho-
sosial horizons: Victimology.” Pada saat inilah istilah victimology 
pertama kali digunakan. Setelah itu para sarjan-sarjana lain mulai 
melakukan studi tentang hubungan psikologis antara penjahat dengan 
korban, bersama H. Mainheim, Schafser, dan Fiseler. Setelah itu pada 
Tahun 1949 W.H. Nagel juga melakukan pengamatan mengenai 
viktimologi yang dituangkan dalam tulisannya dengan judul “de 
Criminaliteit van Oss, Gronigen.”, dan pada Tahun 1959 P.Cornil dalam 
penelitiannya menyimpulkan bahwa si korban patut mendapatkan 
perhatian yang lebih besar dari kriminologi dan viktimologi.  
Pada Tahun 1977 didirikanlah World Society of Victimology. 
World Society of Victimology (WSV) dipelopori oleh Schneider dan 
Drapkin. Perubahan terbesar dari perkembangan pembentukan prinsip-
prinsip dasar tentang perlindungan korban terwujud pada saat 
diadakannya kongres di Milan, pada tanggal 26 Agustus 1985 yang 
menghasilkan beberapa prinsip dasar tentang korban kejahatan dan 
penyalahgunaan kekuasaan yang selanjutnya diadopsi oleh Perserikatan 
Bangsa-Bansa pada tanggal 11 Desember 1985 dalam suatu deklarasi 
yang dinamakan Decleration of Basic Principle of Justice for Victims of 
Crime and Abuse Power.20  
 
                                                          
20 Ibid 
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3.  Tujuan, Fungsi dan Manfaat Viktimologi  
a. Tujuan Viktimologi : 
1).    Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban; 
2).    Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya 
viktimisasi; 
3).    Mengembangkan system tindakan guna mengurangi penderitaan 
manusia. 
b. Fungsi Viktimologi 
Viktimologi mempunyai fungsi untuk mempelajari sejauh mana 
peran dari seorang korban dalam terjadinya tindak pidana, serta 
bagaimana perlindungan yang harus diberikan oleh pemeritah terhadap 
seseorang yang telah menjadi korban kejahatan. Disini dapat terlihat 
bahwa korban sebenarnya juga berperan dalam terjadinya tindak pidana 
pencurian, walaupun peran korban disini bersifat pasif tapi korban juga 
memiliki andil yang fungsional dalam terjadinya kejahatan.  
Pada kenyataanya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul 
suatu kejahatan kalau tidak ada si korban kejahatan, yang merupakan 
peserta utama dan si penjahat atau pelaku dalam hal terjadinya suatu 
kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan si pelaku yang berakibat 
pada penderitaan si korban. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
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korban mempunyai tanggung jawab fungsional dalam terjadinya 
kejahatan 
c. Manfaat Viktimologi 
Arif Gosita merumuskan beberapa manfaat dari studi mengenai 
korban antara lain: 
1). Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang 
menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses 
viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. 
Akibat dari pemahaman itu, maka akan diciptakan pengertian-
pengertian, etiologi kriminal dan konsepsi-konsepsi mengenai 
usaha-usaha yang preventif, represif dan tindak lanjut dalam 
menghadapi dan menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal 
di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. 
2). Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik 
tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan 
penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya, tidaklah untuk 
menyanjung (eulogize) korban, tetapi hanya untuk memberikan 
beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta 
hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini 
sangat penting dalam upaya pencegahan terhadap berbagai macam 
viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan 
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kesejahteraan mereka yang terlihat langsung atau tidak langsung 
dalam eksistensi suatu viktimisasi. 
3). Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu 
mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai 
bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan, pekerjaan 
mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk 
tidak menjadi korban struktural atau non struktural. Tujuannya, 
bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberikan pengetian 
yang baik dan agar waspada. Mengusahakan keamanan atau hidup 
aman seseorang meliputi pengetahuan yang seluas-luasnya 
mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan juga bagaimana 
menghindarinya.  
4). Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang 
tidak langsung, misalnya: efek politik pada penduduk “dunia 
ketiga” akibat penyuapan oleh suatu korporasi internasional, 
akibat-akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri, 
terjadinya viktimisasi ekonomi, politik dan sosial setiap kali 
seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan 
untuk keuntungan sendiri. Dengan demikian dimungkinkan 
menentukan asal mula viktimisasi, mencari sarana menghadapi 
suatu kasus, mengetahui terlebih dahulu kasus-kasus (antisipasi), 
mengatasi akibat-akibat merusak, dan mencegah pelanggaran, 
kejahatan lebih lanjut (diagnosa viktimologis); 
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5). Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah 
penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat-pendapat viktimologi 
dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan 
reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban 
dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi 
mengenai hak dan kewajiban asasi manusia. 
Lebih spesifik lagi Dikdik M. Mansur dan Elisatris Gultom 
memberikan gambaran manfaat bagi pihak penegak hukum, sebagai 
berikut : 
Bagi aparat kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya 
penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi akan mudah diketahui 
latar belakang yang mendorong terjadinya kejahatan, seberapa besar 
peranan korban pada terjadinya kejahatan, bagaimana modus operandi 
yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya serta 
aspek aspek lainnya yang terkait. 
Bagi Kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara 
pidana di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan 
pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan 
diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai 
korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan. 
Bagi hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam 
persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami 
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kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau 
tindak pidana, sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap 
pelaku sedikit banyak dapat terkonkritisasi dalam putusan hakim.21 
4.  Ruang Lingkup Victimologi 
a.  Ruang Lingkup Viktimologi  
Viktimologi meneliti topic-topik tentang korban, seperti: 
peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara 
pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban 
dalam system peradilan pidana. Selain itu, menurut Muladi 
viktimologi merupakan studi yang bertujuan untuk : 
a.   Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korba; 
b.   Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab 
terjadinya viktimisasi; 
c.   Mengembangkan system tindakan guna mengurangi 
penderitaan manusia. 
Menurut J.E. sahetapy ruang lingkup viktimologi “meliputi 
bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh 
victim yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, 
                                                          
21 Bambang Waluyo, Victimologi Perlindungan Korban Dan Saksi, di akses tgl 4 
april 2017 
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termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban 
kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan”. 
b.  Macam-macam tipologi korban 
1). Menurut M.E. Wolfgang, tipologi korban meliputi: 
a).    Viktimisasi Primer 
b).    Viktimisasi Sekunder 
c).    Viktimisasi Tersier 
d).    Viktimisasi Mutual 
e).    Tidak ada Viktimisasi 
 
2). Berdasarkan peran E.A. Fattah (1967) merumuskan tipologi    
berdasarkan peran korban: 
 
a).    Korban tidak ikut berpartisipasi 
b).    Korban berperan secara tidak langsung 
c).    Korban sebagai provokator 
d).    Korban terlibat dalam kejahatan 
e).    Korban dianggap sebagai sasaran yang keliru 
 
3).  Selain itu, B. Mendelsohn merumuskan tipologi berdasarkan tingkat   
kesalahan korban:  
 
a).    Korban yang benar-benar tidak bersalah 
b).    Koban memiliki sedikit kesalahan akibat ketidaktahuan 
c).    Kesalahan korban sama dengan pelaku  
d).    Korban lebih bersalah dari pelaku 
e).    Korban sendiri yang memiliki kesalahan/paling bersalah 
f).    Korban imajinatif 
 
c.  Hubungan Kriminologi dan Viktimologi  
Adanya hubungan antara kriminologi dan viktimologi sudah 
tidak dapat diragukan lagi, karena dari satu sisi Kriminologi membahas 
secara luas mengenai pelaku dari suatu kejahatan, sedangkan 
viktimologi disini merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban 
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dari suatu kejahatan. Seperti yang dibahas dalam buku Urgensi 
Perlindungan Korban Kejahatan, karangan Dikdik M.Arief Mansur. 
Jika ditelaah lebih dalam, tidak berlebihan apabila dikatakan 
bahwa viktimologi merupakan bagian yang hilang dari kriminologi atau 
dengan kalimat lain, viktimologi akan membahas bagian-bagian yang 
tidak tercakup dalam kajian kriminologi. Banyak dikatakan bahwa 
viktimologi lahir karena munculnya desakan perlunya masalah korban 
dibahas secara tersendiri.22 
Akan tetapi, mengenai pentingnya dibentuk Viktimilogi secara 
terpisah dari ilmu kriminologi mengundang beberapa pendapat, yaitu 
sebagai berikut : 
1.   Mereka yang berpendapat bahwa viktimologi tidak 
terpisahkan dari kriminologi, diantaranya adalah Von 
Hentig, H. Mannheim dan Paul Cornil. Mereka mengatakan 
bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang 
menganalisis tentang kejahatan dengan segala aspeknya, 
termasuk korban. Dengan demikian, melalui penelitiannya, 
kriminologi akan dapat membantu menjelaskan peranan 
korban dalam kejahatan dan berbagai persoalan yang 
melingkupinya. 
                                                          
22 Zulhan,Hubungan victimologi dengan kriminologi, https://www.politikaceh.co, 
di akses tanggal 20 juli 2017.  
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2.   Mereka yang menginginkan viktimologi terpisah dari 
kriminologi, diantaranya adalah Mendelsohn. Ia 
mengatakan bahwa viktimologi merupakan suatu cabang 
ilmu yang mempunyai teori dalam kriminologi, tetapi 
dalam membahas persoalan korban, viktimologi juga tidak 
dapat hanya terfokus pada korban itu sendiri. 
Khusus mengenai hubungan antara kriminologi dan hukum 
pidana dikatakan bahwa keduanya merupakan pasangan atau dwi 
tunggal yang saling melengkapi karena orang akan mengerti dengan 
baik tentang penggunaan hukum terhadap penjahat maupun pengertian 
mengenai timbulnya kejahatan dan cara-cara pemberantasannya 
sehingga memudahkan penentuan adanya kejahatan dan pelaku 
kejahatannya. 
Hukum pidana hanya mempelajari delik sebagai suatu 
pelanggaran hukum, sedangkan untuk mempelajari bahwa delik 
merupakan perbuatan manusia sebagai suatu gejala social adalah 
kriminologi. 
J.E Sahetapy juga berpendapat bahwa kriminologi dan 
viktimologi merupakan sisi dari mata uang yang saling berkaitan. 
Perhatian akan kejahatan yang ada tidak seharusnya hanya berputar 
sekitar munculnya kejahatan akan tetapi juga akibat dari kejahatan, 
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karena dari sini akan terlihat perhatian bergeser tidak hanya kepada 
pelaku kejahatan tetapi juga kepada posisi korban dari kejahatan itu. 
Hal ini juga dibahas oleh pakar hukum lainnya dalam 
memperhatikan adanya hubungan ini, atau setidaknya perhatian atas 
terjadinya kejahatan tidak hanya dari satu sudut pandang, apabila ada 
orang menjadi korban kejahatan, jelas terjadi suatu kejahatan, atau ada 
korban ada kejahatan dan ada kejahatan ada korban. Jadi kalau ingin 
menguraikan dan mencegah kejahatan harus memperhatikan dan 
memahami korban suatu kejahatan, akan tetapi kebiasaan orang hanya 
cenderung memperhatikan pihak pelaku kejahatan.23 
C.  Definisi Kurir dari Berbagai Pendapat 
1. Definisi Kurir 
a. Kurir dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) artinya utusan yang 
menyapaikan sesuatu dengan cepat. 
b. Kurir adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk pertukaran 
barang antar dua orang atau lebih.24 
 
 
                                                          
23   Arda,Hokum dan viktimologi,http://www.bahankuliyah.com,diakses tgl 4 april 
2017 
24 Pman, Pengertian kurir Jakarta layanan anta Mudah  
http://www.parselday.com, diakses tanggal 17 juli 2017. 
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D. Tinjauan Umum Tentang Narkotika 
1. Definisi Narkotika 
Narkotika dan Obat-obatan terlarang (NARKOBA) atau Narkotik, 
Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA) adalah bahan / zat yang dapat 
mempengaruhi kondisi kejiwaan / psikologi seseorang (pikiran, perasaan 
dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. 
Narkotika menurut UU RI No.35 tahun 2009, Narkotika, yaitu zat 
atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis 
maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan 
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, 
dan dapat menimbulkan ketergantungan. 
Psikotropika yaitu zat atau obat, baik alami maupun sintesis bukan 
narkotik yang berkhasia psikoaktif melalui pengaryh selektif pada susunan 
saraf dan menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. 
Di bawah ini  merupakan jenis – jenis narkoba Antara lain : 
1. Opium (Heroin, Morfin) 
Berasal dari kata opium, jus dari bunga opium. Opium 
disaripatikan dari opium poppy (papaver somniferum) dan disuling 
untuk membuat morfin, kodein, dan heroin. Opium digunakan 
berabad-abad sebagai penghilang rasa sakit (mencegah batuk, diare, 
dll). 
a. Gejala gejala yang ditimbulkan dari penggunaan opiat 
1).    Perasaan tenang dan bahagia 
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2).    Acuh tak acuh (apatis) 
3).    Malas bergerak 
4).    Mengantuk 
5).    Rasa mual 
6).    Bicara cadel 
7).    Pupil mata mengecil (melebar jika overdosis) 
8).    Gangguan perhatian/daya ingat. 
2.   Ganja 
Ganja dikenal dapat memicu psikosis, terutama bagimereka 
yang memiliki latar belakang (gen). Ganja juga bisa memicu dan 
mencampuradukkan antara kecemasan dan depresi. 
A. Gejala yang ditimbulkan dari penggunaan ganja : 
1).    Rasa senang dan bahagia 
2).    Santai dan lemah 
3).    Acuh tak acuh 
4).    Mata merah 
5).    Nafsu makan meningkat 
6).    Mulut kering 
7).    Pengendalian diri dan konsentrasi kurang 
8).    Depresi dan sering menguap/mengantuk 
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3. Amfetamin (shabu, ekstasi)  
Ecstasy (methylen dioxy methamphetamine)/MDMA adalah 
salah satu jenis narkoba yang di buat secara ilegal di sebuah 
laboratorium dalam bentuk tablet. Ekstasi akan mendorong tubuh 
untuk melakukan aktivitas yang melampaui batas maksimum dari 
kekuatan tubuh itu sendiri. Kekurangan cairan tubuh dapat terjadi 
sebagai akibat dari pengerahan tenaga yang tinggi dan lama, yang 
sering menyebabkan kematian. 
a. Gejala-gejala dari penggunaan amfetamin 
1).    Kewaspadaan meningkat 
2).    Bergairah 
3).    Rasa senang/bahagia 
4).    Pupil mata melebar 
5).    Denyut nadi dan  tekanan darah meningkat 
6).    Susah tidur/insomnia 
7).    Hilang nafsu makan 
4.   Kokain 
Kokain adalah salah satu zat adiktif yang sering 
disalahgunakan. Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari 
tanaman belukar Erythroxylon coca, yang berasal dari Amerika 
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Selatan, dimana daun dari tanaman belukar ini biasanya dikunyah-
kunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan, 
seperti untuk meningkatkan daya tahan, stamina, mengurangi 
kelelahan, rasa lapar dan untuk memberikan efek euforia. 
a. Gejala yang ditimbulkan dari penggunaan kokain 
1).    Gelisah dan denyut nadi meningkat 
2).    Euforia/rasa gembira berlebihan 
3).    Banyak bicara dan kewaspadaan meningkat 
4).    Kejang dan tekanan darah meningkat 
5).    Berkeringat dan mudah berkelahi 
6).    Penyumbatan pembuluh darah 
7).    Distonia (kekakuan otot leher) 
E.  Tindak Pidana Narkotika 
1. Definisi Tindak Pidana Narkotika 
Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkoba termasuk tindak 
pidana khusus, dimana ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya 
hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut dengan tindak 
pidana khusus, karena tindak pidana narkoba tidak menggunakan 
KUHPidana sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan UU 
no.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Secara umum hukum acara yang 
dipergunakan mengacu pada tata cara yang dipergunakan oleh KUHAP, 
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akan tetapi terdapat beberapa pengecualian sebagaimana ditentukan oleh 
UU narkotika dan psikotropika.25    
 Hukuman bagi Kurir peredaran narkotika adalah Pasal 114 ayat 1 
Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika, yaitu:  
 “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hokum menawarkan 
untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual 
beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I,di pidana dengan 
pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 5 (lima) tahun 
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp.1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah) dan paling banyak 
Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliyar rupiah).”  
Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan pasal 6 ayat 1: 
a.  Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat 
digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan 
tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat 
tinggi mengakibatkan ketergantungan. 
b.  Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat 
pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat 
digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan 
                                                          
25 Bachrudin, tindak-pidana-narkotika, http://ianbachruddin.blogspot.co.id, di akses 
tanggal 20 juli 2017. 
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ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi 
mengakibatkan ketergantungan. 
c.  Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat 
pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau 
tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai 
potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. 
2. Penyalahgunaan Narkoba 
Bahaya sangat besar, bukan hanya merusak tubuh, tetapi juga masa 
depan. Penyalahgunaan narkoba mengakibatkan rusaknya organ tubuh 
selain itu juga menimbulkan penyakit yang berbahaya sulit untuk di 
sembuhkan, seperti kangker, paru, HIV/AIDS, hepatitis, bahkan penyakit 
jiwa.26 
3. Siapa Saja Yang Dapat Disebut Sebagai Pelaku Perbuatan Pidana 
Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 
Narkotika. 
Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang-
undang No. 35 tahun 2009  tentang Narkotika, hal ini dapat 
diklasifikasikan sebagai berikut:   
                                                          
26 Ibid 
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a.      Sebagai pengguna  dikenakan ketentuan pidana berdasarkan 
pasal 116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009  tentang 
Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun. 
b.      Sebagai pengedar dikenakan ketentuan pidana berdasarkan 
pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009  tentang 
narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 + denda. 
c.      Sebagai produsen dikenakan ketentuan pidana berdasarkan 
pasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman 
hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati + denda.27 
F.  Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba  
  1. Faktor yang mendorong 
a.    Pengendalian diri yang lemah 
b.    Kondisi kehidupan keluarga 
c.    Temperamen sulit 
d.    Mengalami gangguan perilaku 
e.    Suka menyendiri dan berontak 
f.    Prestasi sekolah yang rendah 
g.    Tidak di terima di kelompok 
h.    Berteman dengan pemakai 
                                                          
27 Amie, tindak-pidana-narkotika, http://amiee43.blogspot.co.id, di akses tanggal 
20 juli 2017. 
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2. Faktor individual 
Kebanyakan dimulai pada saat remaja, sebab pada remaja sedang 
mengalami perubahan biologi, psikologi maupun sosial yang pesat. Ciri-
ciri remaja yang mempunyai resiko lebih besar menggunakan Narkoba, 
seperti kurang percaya diri, mudah kecewa, agresif, murung, pemalu, 
pendiam dan sebagainya. 
3. Faktor Lingkungan 
Faktor lingkungan meliputi faktor keluarga dan lingkungan 
pergaulan kurang baik sekitar rumah, sekolah, teman sebaya, maupun 
masyarakat, seperti komunikasi orang tua dan anak kurang baik, orang tua 
yang bercerai, kawin lagi, orang tua terlampau sibuk, acuh, orang tua 
otoriter dan sebagainya. 
4. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 
A.    Peran Remaja.  
1.  Pelatihan keterampilan, kegiatan alternatif untuk mengisi waktu 
luang, seperti: kegiatan olah raga, kesenian, dll.      
2. Peran Orang Tua 
3. Menciptakan rumah yang sehat, serasi, harmonis, cinta, kasih 
sayang dan komunikasi terbuka. 
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4. Mengasuh, mendidik anak yang baik. 
5. Menjadi contoh yang baik. 
6. Menjadi pengawas yang baik.28 
G.  Tugas Dan Fungsi Polres Kabupaten Sumbawa Besar 
  Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana 
tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di 
bawah Kapolda. 
2. Kepala Polres yang selanjutnya disingkat Kapolres adalah pimpinan 
Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. 
3. Bagian Operasi yang selanjutnya disingkat Bagops adalah unsur pengawas 
dan pembantu pimpinan di bidang operasional pada tingkat Polres yang 
berada di bawah Kapolres. 
4. Bagian Perencanaan yang selanjutnya disingkat Bagren adalah unsur 
pengawas dan pembantu pimpinan di bidang perencanaan program dan 
anggaran pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. 
5. Bagian Sumber Daya yang selanjutnya disingkat Bagsumda adalah unsur 
pengawas dan pembantu pimpinan di bidang personel, sarana dan 
prasarana serta hukum pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. 
                                                          
28 Dedi,Pengertian narkoba, http://dedihumas.bnn.go.id,di akses tgl 4 april 2017. 
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6. Seksi Pengawasan yang selanjutnya disingkat Siwas adalah unsur 
pengawas dan pembantu pimpinan di bidang monitoring dan pengawasan 
umum pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. 
7. Seksi Profesi dan Pengamanan yang selanjutnya disingkat Sipropam 
adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang provos dan 
pengamanan internal pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. 
8. Seksi Keuangan yang selanjutnya disingkat Sikeu adalah unsur pengawas 
dan pembantu pimpinan di bidang keuangan pada tingkat Polres yang 
berada di bawah Kapolres. 
9. Seksi Umum yang selanjutnya disingkat Sium adalah unsur pengawas dan 
pembantu pimpinan di bidang administrasi umum dan pelayanan markas 
pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. 
10. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu yang selanjutnya disingkat SPKT 
adalah unsur pelaksana tugas pokok di bidang pelayanan kepolisian pada 
tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. 
11. Satuan Intelijen Keamanan yang selanjutnya disingkat Satintelkam adalah 
unsur pelaksana tugas pokok fungsi Intelkam pada tingkat Polres yang 
berada di bawah Kapolres. 
12. Satuan Reserse Kriminal yang selanjutnya disingkat Satreskrim adalah 
unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse kriminal pada tingkat Polres 
yang berada di bawah Kapolres. 
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13. Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya yang 
selanjutnya disingkat Satresnarkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok 
fungsi reserse narkoba pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. 
14. Satuan Pembinaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satbinmas 
adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi pembinaan masyarakat pada 
tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. 
15. Satuan Samapta Bhayangkara yang selanjutnya disingkat Satsabhara 
adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi samapta bhayangkara pada 
tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. 
16. Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Satlantas adalah unsur 
pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di 
bawah Kapolres. 
17. Satuan Pengamanan Objek Vital yang selanjutnya disingkat Satpamobvit 
adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi pengamanan objek vital pada 
tingkat Polres  yang berada di bawah Kapolres. 
18. Satuan Kepolisian Perairan yang selanjutnya disingkat Satpolair adalah 
unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian perairan pada tingkat Polres 
yang berada  di bawah Kapolres. 
19. Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti yang selanjutnya disingkat 
Sattahti adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi perawatan tahanan dan 
pemeliharaan barang bukti pada tingkat Polres yang berada di bawah 
Kapolres. 
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20. Seksi Teknologi Informasi Polri yang selanjutnya disingkat Sitipol adalah 
unsur pendukung di bidang pelayanan teknologi dan informasi Polri pada 
tingkat Polres  yang berada di bawah Kapolres. 
21. Kepolisian Sektor yang selanjutnya disingkat Polsek adalah unsur 
pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah kecamatan yang 
berada di bawah Kapolres. 
22. Kepolisian Sub Sektor yang selanjutnya disingkat Polsubsektor adalah 
unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah tertentu yang 
berada di bawah Kapolsek.29 
H. Tugas Dan Fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN)  
 1. Kedudukan : 
Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan 
Kepala Badan Narkotika Nasional disebut BNN adalah lembaga 
pemerintah non kementrian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. BNN dipimpin oleh Kepala. 
2. Tugas : 
a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai 
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika; 
                                                          
29 Tugas dan fungsi POLRES Kab Sumbawa,www.samawarea.com,di akses 
tanggal 31 mei 2017. 
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b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika; 
c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 
dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 
d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan 
rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan 
oleh pemerintah maupun masyarakat; 
e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 
f. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat 
dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika 
dan Psikotropika Narkotika; 
g. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun 
internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap 
Narkotika dan Prekursor Narkotika; 
h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika; 
i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap 
perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan 
Prekursor Narkotika; dan 
j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan 
wewenang. 
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Selain tugas sebagaimana diatas, BNN juga bertugas menyusun 
dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan 
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, 
prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau 
dan alkohol. 
3.  Fungsi : 
a. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan 
dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, 
psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan 
adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan 
P4GN. 
b. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan 
prosedur P4GN. 
c. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN. 
d. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, 
pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan 
kerjasama di bidang P4GN. 
e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang 
pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, 
hukum dan kerjasama. 
f. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal 
di lingkungan BNN. 
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g. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat 
dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan 
nasional di bidang P4GN. 
h. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan 
BNN. 
i. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta 
masyarakat. 
j. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 
k. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang 
narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, 
kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. 
l. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen 
masarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke 
dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau 
pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali 
bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah. 
m. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis 
dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan 
adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang 
diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. 
n. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau 
pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali 
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bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau 
metode lain yang telah teruji keberhasilannya. 
o. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan 
perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN. 
p. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang 
P4GN. 
q. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di 
lingkungan BNN. 
r. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah 
terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN. 
s. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik 
profesi penyidik BNN. 
t. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan 
pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN. 
u. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta 
bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan 
alkohol. 
v. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan 
prekursor  serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau 
dan alkohol. 
w. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di 
bidang P4GN.30 
                                                          
30 Tujuan pokok dan fungsi,www.bnn.go.id,di akses tanggal 23 juni 2017 
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I.  Modus peredaran narkotika 
Untuk mempermudah mengetahui modus anak yang menjadi kurir 
peredaran Narkotika yang terjadi di wiayah hokum kabupaten sumbwa besar, 
penulis terlebih dahulu menyajikan 4 (empat) kasus yang di tangani oleh pihak 
Polres Kabupaten Sumbawa besar, yaitu: 
1. Kasus yang terjadi di kampung bugis kecamatan Labuan badas. 
2. Kasus yang terjadi di kampung kebayan kecamatan Labuan badas. 
3. Kasus yang terjadi di kampung Arab kecamatan Labuan badas. 
4. Kasus yang terjadi di kampung padak kecamatan Labuan badas. 
Dari keempat kasus tersebut dan hasil wawancara dengan Aparat 
Kepolisian yang menangani kasus tersebut dan Kepala BNNK Sumbawa besar 
mendapatkan hasil sebagai berikut: 
1. Modusnya berupa narkotika di simpan dan dimasukan kedalam 
kaos kaki. 
2. Di masukan ke celana dalam. 
3. Memakai sepatu kebesaran. 
4. Pacaran menjadi salah satu modus kurir peredaran narkotika.31 
                                                          
31 Ibid. 
